
IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian

ini, maka sebagai penutup dari pembahasan atas permasalahan dalam skripsi ini,

penulis menarik bebarapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana, setiap perbuatan

tindakan itu baik itu disengaja maupun karena kelalaiannya harus

dipertanggungjawabkan bagi pelaku tindak pidana tersebut. Seseorang yang

melakukan tindak pidana harus mempertanggngjawabkan perbuatannya namun

hukuman juga harus yang adil untuk setiap pelakunya.

Lanjar Sriyanto yang telah terbukti memenuhi unsur Pasal 359 dan Pasal 360

ayat (2) KUHP yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal

dunia dan orang lain luka-luka. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar

memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 1 bulan 7 hari dan membayar

biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah). Terdakwa

mengajukan banding melalui penasehat hukumnya dan divonis bebas oleh

Majelis Hakim melalui putusan Mahakamah Agung Nomor

249/Pid.B/2009/PN.Kray dengan terbukti melakukan tindak pidana tersebut

namun tidak bersalah karena ada alasan pemaaf yang menghapus sifat



pidananya karena terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut dalam

keadaan memaksa dan ia diputus bebas namun tidak bebas murni dan

dihapuskan dari segala tuntuan hukum. Maka terdakwa tidak perlu

mempertanggungjawabkan perbuatannya yang sebagaimana di dakwakan oleh

Jaksa Penuntut Umum.

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap

terdakwa adalah bahwa dalam perkara ini berdasarkan pertimbangan yuridis

dan non yuridis yang terdakwa lakukan bahwa dalam pertimbangan yuridis ia

memang terbukti melakukan tindak pidana yang sesuai unsur Pasal 359 dan

360 ayat (2) tetapi ia tidak terbukti bersalah karena tindak pidana itu di lakukan

terdakwa dalam keadaan memaksa dan oleh sebab itu maka ada alasan pemaaf

yang menghapus sifat pidananya maka terdakwa lepas dari segala tuntutan

hukum. Melalui dasar pertimbangan nonyuridis hakim melihat dari latar

belakang terdakwa melakukan tindak pidana, akibat yang ditimbulkan dari

perbuatan terdakwa, keadaan ekonomi terdakwa pada saat terjadinya perkara

ini serta faktor psikologis dan sosiologis terdakwa.

B. Saran

1. Pemberian hukuman terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas haruslah setimpal

dengan perbuatannya disengaja ataupun karena kelalaiannya dan bersifat

memberi efek jera bagi pelanggar yang melanggar peraturan lalu lintas.



2. Penegak hukum juga harus bisa menghukum siapa yang benar-benar bersalah

dalam kasus lalu lintas agar tidak terjadi kembali seseorang yang tidak bersalah

kecelakaan namun ia di tahan melebihi  vonis hukuman yang ia dapatkan oleh

hakim.
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